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SETIAP tahun,

pemerintah da-

erah di Indonesia

mengelola

anggaran dalam

jumlah yang sa-

ngat besar. Dana

ini berasal dari pa-

jak yang diba-

yarkan oleh ma-

syarakat serta

transfer dari pemerintah pusat. Anggaran

tersebut seharusnya digunakan untuk mem-

bangun infrastruktur, meningkatkan kese-

jahteraan rakyat, dan memastikan

pelayanan publik berjalan dengan baik.

Namun, pertanyaan yang sering muncul

adalah: apakah anggaran ini benar-benar

dikelola dengan baik? Apakah laporan ke-

uangan yang disusun pemerintah daerah

mencerminkan kondisi keuangan yang sebe-

narnya? Atau justru ada celah yang digu-

nakan untuk menutupi kelemahan dalam

pengelolaan anggaran?

Kepercayaan publik terhadap pemerintah

daerah sangat bergantung pada transparan-

si dan akuntabilitas dalam pengelolaan ke-

uangan. Laporan keuangan bukan sekadar

dokumen administratif, tetapi merupakan

cerminan dari bagaimana dana publik digu-

nakan. Ketika laporan keuangan disusun de-

ngan jujur dan akurat, masyarakat dapat

menilai apakah kebijakan pemerintah telah

berjalan sesuai rencana atau justru menyim-

pang. Sayangnya, realitas menunjukkan

bahwa kualitas pelaporan keuangan daerah

masih bervariasi. Ada daerah yang mampu

mendapatkan opini audit wajar tanpa penge-

cualian dari Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK), tetapi ada pula yang masih

bermasalah dengan laporan keuangannya.

Sebuah penelitian oleh Rakhman dan

Wijayana (2024) mengungkap fakta

menarik: daerah dengan tingkat Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih

tinggi cenderung memiliki kualitas laporan

keuangan yang lebih baik. Dengan kata lain,

daerah yang penduduknya memiliki pen-

didikan lebih baik, tingkat kesehatan lebih

tinggi, dan standar hidup lebih layak ternya-

ta lebih mampu menyusun laporan keuang-

an secara rapi dan sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku. Ini masuk akal,

karena semakin berkualitas sumber daya

manusia di suatu daerah, semakin baik pula

pemahaman mereka terhadap sistem pela-

poran dan akuntansi yang diterapkan di pe-

merintahan daerah. Selain itu, daerah de-

ngan IPM tinggi biasanya mendapat lebih

banyak pengawasan dari akademisi, media,

dan masyarakat, yang mendorong

transparansi dan akuntabilitas laporan ke-

uangan 

Namun, penelitian ini juga mengungkap

sisi lain yang cukup mengejutkan. Meskipun

daerah dengan IPM tinggi lebih mampu

menghasilkan laporan keuangan yang

bersih, mereka juga lebih sering terlibat

dalam accruals managementósebuah praktik

akuntansi yang masih dalam batas legal

tetapi memungkinkan angka dalam laporan

keuangan dimanipulasi agar terlihat lebih

baik daripada kondisi aslinya. Pemerintah

daerah dengan sumber daya manusia lebih

baik cenderung lebih mahir menyesuaikan

angka dalam laporan, misalnya dengan

mengatur pengakuan pendapatan atau bi-

aya agar terlihat lebih stabil dan meng-

untungkan. Ini menunjukkan bahwa se-

makin tinggi keterampilan dan pengetahuan

seseorang dalam bidang keuangan, semakin

besar pula kemungkinannya untuk meman-

faatkan celah dalam aturan

guna menyusun laporan

yang tampak menguntung-

kan bagi pemerintah daerah,

meskipun kenyataan sebe-

narnya bisa saja berbeda.

Paradoks ini menim-

bulkan pertanyaan besar:

apakah peningkatan kuali-

tas sumber daya manusia se-

cara otomatis menjamin

transparansi keuangan?

Jawabannya tidak seseder-

hana itu. Pendidikan dan ke-

sejahteraan memang pen-

ting, tetapi tanpa sistem

pengawasan yang ketat dan

budaya integritas yang kuat,

keterampilan teknis yang

tinggi justru bisa menjadi

alat untuk menyiasati atur-

an. Oleh karena itu, selain fokus pada pem-

bangunan manusia, kita juga perlu memas-

tikan adanya sistem audit yang efektif, me-

ningkatkan peran media dan masyarakat

dalam mengawasi anggaran daerah, serta

menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak di-

ni di kalangan aparatur sipil negara.

Lebih dari sekadar mendorong profesional-

isme dan kompetensi, tata kelola keuangan

yang baik membutuhkan ekosistem yang

mendukung transparansi. Masyarakat

harus diberikan akses yang lebih luas terha-

dap laporan keuangan daerah agar bisa ikut

mengawasi bagaimana dana publik digu-

nakan. Selain itu, pemerintah pusat juga per-

lu memperketat regulasi dan memberikan

sanksi yang lebih tegas terhadap penyim-

pangan yang terjadi. Sebab, tanpa peng-

awasan yang kuat, kecerdasan dan keter-

ampilan bisa disalahgunakan untuk kepen-

tingan tertentu.

Jika peningkatan kapasitas sumber daya

manusia saja tidak cukup untuk menjamin

transparansi keuangan daerah, lalu apa

langkah konkret yang harus kita lakukan

agar keuangan publik benar-benar dikelola

dengan jujur dan bertanggung jawab? (*)-d

*)Bartolomeus Galih Visnhu Pradana SE MSc

Dosen Program Studi Akuntansi, 
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Wabah Korupsi hingga Delusi Pendidikan

Bartolomeus Galih Visnhu Pradana

Presiden : Pengangkatan CPNS dipercepat.

- Menunggu itu sungguh membosankan.

***

6 Juta pemudik bakal banjiri DIY.

- Tuan rumah harus menyiapkan

segalanya.

***

Pemda DIY pastikan bahan pokok aman.

- Asal harganya jangan meroket.

Anggaran dan Integritas

RIUHNYA

pemberitaan

mega korupsi di

Indonesia be-

lakangan ini

menjadi perbin-

cangan masyara-

kat. Bak wabah,

sederet pemberi-

taan korupsi

memberi gam-

baran bahwa ne-

gara Indonesia telah digerogoti hampir se-

tiap aspeknya, tak luput juga pada sektor

pendidikan.

Ragam skandal korupsi besar dengan

total kerugian negara menca-

pai ratusan triliun rupiah

hadir di tengah-tengah kita.

Seperti yang ditemui pada

laman umj.ac.id (28/2) terdapat

tajuk unik tentang Liga

Korupsi Indonesia. Kasus

terbesar adalah korupsi di PT

Pertamina dengan potensi ke-

rugian hampir Rp 1 kuadrili-

un, disusul oleh korupsi PT

Timah sebesar Rp 300 triliun,

dan skandal BLBI yang

menyebabkan negara rugi Rp

138,44 triliun sejak krisis mon-

eter 1997. Kasus lainnya men-

cakup korupsi Duta Palma (Rp

78 triliun), PT TPPI (Rp 37,8

triliun), PT Asabri (Rp 22,7 tril-

iun), serta PT Jiwasaraya (Rp

16,8 triliun). Di sektor pen-

didikan juga terdapat kasus

korupsi salah satunya dilansir

pada laman krjogja.com

(12/2/2024) lalu, Kejaksaan

Negeri (Kejari) Purbalingga sedang

menyelidiki dugaan penyimpangan peng-

gunaan dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS).

Kasus-kasus di atas menunjukkan be-

sarnya tantangan pemberantasan korupsi

di Indonesia. Maka, maraknya kasus ko-

rupsi bahkan di lingkungan institusi pen-

didikan menciptakan delusi dalam sistem

pendidikan di Indonesia. Delusi/Waham

menurut Baihaqi (2005) merupakan

keyakinan tentang suatu isi pikiran yang

tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dikaitkan dengan dampak korupsi di atas

yakni akan ada penurunan kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah hingga

sektor pendidikan.

Pada ranah pendidikan misalnya, dunia

pendidikan yang seharusnya menjadi

pembentukan karakter justru terdapat

oknum-oknum yang menciderai hati ma-

syarakat. Padahal satuan pendidikan se-

bagai wadah pembentukan karakter dan

memiliki perangkat mempertebal karak-

ter positif peserta didik justru turut andil

dalam menambah daftar tindak korupsi

yang dilakukan oleh oknum tak bertang-

gung jawab.

Terdistorsinya laten korupsi pada

seseorang terbukti telah menciptakan

arus survival yang tidak sehat alias in-

stan. Arus itu akan mengorbankan

dirinya serta orang lain. Integritas sis-

tem pendidikan seolah menjadi suatu

hal mewah bagi orang-orang yang telah

terjerat progres praktis tersebut.

Misalnya, bisa jadi pencapaian akade-

mik bukan lagi berdasarkan pada ke-

mampuan atau prestasi, melainkan

menggunakan kekayaan dan koneksi

untuk mencapai kedua hal itu. Ditegas-

kan pula oleh Poerwadarminta

(1982:524), korupsi merupakan perbu-

atan yang buruk (seperti penggelapan

uang, penerimaan uang sogok dan seba-

gainya). Hasilnya pencapaian utama

dari tindakan curang jelas untuk mem-

perkaya diri sendiri dengan cara

apapun.

Kini figur teladan khususnya dalam

dunia pendidikan yang tidak terjebak

pola pikir pragmatis mulai sulit dite-

mukan. Tidak lain bermusabab menu-

runnya kepercayaan seseorang pada

dunia pendidikan, terlebih dikuatkan-

nya pemberitaan kasus korupsi yang ti-

dak henti-henti. Bila dunia pendidikan

membiarkan adanya proses korupsi

dimulai dari oknum peserta didik yang

membuat kecurangan menyontek, atau

bahkan oknum sivitasnya berbohong

hingga penggelapan tanpa konsekuensi

serius dapat menjadi masalah serius.

Satuan pendidikan pastinya telah me-

nerapkan pendidikan karakter di tiap

kurikulum seperti nilai kejujuran, tang-

gung jawab, dan integritas agar peserta

didik terbiasa dengan prinsip-prinsip

moral yang kuat. Perlunya institusi pen-

didikan mendesain ulang sistem pen-

didikan yang berkualitas tersebut.

Seperti halnya peningkatan pengawasan

terhadap proses pelayanan pendidikan

antara pendidik dan peserta didik dilan-

jutkan pemantauan perkembangan

sosial serta spiritualitas mereka.

Transparansi penggunaan fasilitas yang

berhubungan dengan manajemen ke-

uangan, pengadaan barang dan jasa ser-

ta sistem penelusuran manaje-

men juga perlu digalakkan.

Selanjutnya, meningkatkan pem-

berdayaan perangkat-perangkat

pendukung dalam pencegahan

korupsi dengan tujuan rule of law

yakni memperkuat budaya

hukum dalam proses pemberan-

tasan korupsi salah satunya

penyempurnaan materi hukum

pendukung.

Domain pendidikan adalah

memperkuat akal seseorang agar

dapat membedakan mana yang

buruk dan baik. Korupsi ialah tin-

dakan merusak terlebih dalam

dunia pendidikan pasti akan

menjadi ancaman serius yang me-

rubah moral seseorang. Institusi

pendidikan harus memperta-

hankan esensi utamanya sebagai

alat pembentuk karakter dan in-

telektual bangsa di negeri ini agar

delusi atau ketidakpercayaan

segera sirna. Negeri ini harus me-

miliki generasi penerus yang konstruktif

bukan penerus destruktif. (*)-d

*)Ichsan Y Nuansa Putra MPd

Gr, guru Bahasa Indonesia dan guru

Teater di SMA Muhammadiyah 1

Yogyakarta. Sekretaris MGMP Bahasa

Indonesia SMA DIY dan pengurus

PGRI Cabang Khusus SMA/SMK Kota

Yogyakarta.

Ichsan Y NuansaDi Balik Pembekuan VOA
TANGGAL 15 Maret 2025, Presi-

den Amerika Serikat Donald Trump

mengeluarkan perintah eksekutif  un-

tuk menghentikan pendanaan Voice

of America (VOA) dan lembaga

penyiaran lainnya yang didanai pe-

merintah. Keputusan ini berdampak

langsung pada sekitar 1.300 karya-

wan VOA, yang kini dalam status cuti

paksa dan tidak diizinkan untuk men-

gakses kantor mereka. (KR 18/3).

Keputusan ini diambil sebagai

bagian dari perintah eksekutif yang

menyatakan bahwa U.S. Agency for

Global Media (USAGM), yang

menaungi VOA, adalah elemen

birokrasi federal yang dianggap tidak

diperlukan. Trump mengklaim bahwa

pemotongan ini akan mengurangi be-

ban bagi pembayar pajak, dengan

nada sinis terhadap jaringan yang

telah beroperasi selama puluhan

tahun untuk melawan propaganda

dari negara-negara seperti Rusia dan

Tiongkok.

Kari Lake, penasihat senior Trump,

menjelaskan bahwa pemangkasan

anggaran bertujuan  mengurangi

pengeluaran pemerintah yang diang-

gap tidak perlu. Juga  memastikan

bahwa pajak rakyat tidak digunakan

untuk Ópropaganda radikalÓ.  Bagi di-

rektur VOA, Michael Abramowitz,

bahwa keputusan ini sangat menye-

dihkan dan akan menghambat misi

VOAuntuk menyampaikan berita dan

budaya kepada dunia.

Hal ini berdampak langsung pada

operasional VOA, termasuk layanan

berbahasa Indonesia, yang telah

berfungsi sebagai sumber informasi

penting bagi masyarakat sejak 1942.

Para jurnalis kini dilarang melakukan

wawancara atau reportase, sebuah

langkah yang belum pernah terjadi

sebelumnya dalam sejarah 83 tahun

VOA.

Kebijakan ini tentu saja   menuai

kritik luas dari berbagai kalangan, ter-

masuk kelompok advokasi kebe-

basan pers, yang menilai tindakan

tersebut sebagai ancaman terhadap

kebebasan berpendapat dan infor-

masi di seluruh dunia. Mantan Kepala

Keuangan Badan Media Global AS,

Grant Turnet, menyebutnya sebagai

ÓSabtu BerdarahÓ bagi kebebasan

pers.

Direktur VOA, Michael Abramowitz,

menyatakan bahwa pemotongan

anggaran ini menghalangi misi lem-

baga untuk menyampaikan berita

yang akurat dan tidak terdistorsi.

Kritikus menilai bahwa tindakan ini

dapat merusak kredibilitas media AS

di mata dunia, terutama di negara-ne-

gara dengan kebebasan pers yang

terbatas.

Pemangkasan anggaran ini juga

dapat berdampak pada lembaga

penyiaran lain yang didanai pemerin-

tah, seperti Radio Free Europe dan

Radio Free Asia, yang mungkin

menghadapi pemotongan serupa

atau bahkan penutupan. Ini mencip-

takan kekhawatiran akan hilangnya

suara alternatif dalam jurnalisme in-

ternasional.

Dengan berkurangnya sumber

daya dan kemampuan untuk mem-

produksi konten berkualitas, VOA

bisa kehilangan pengaruhnya seba-

gai alat diplomasi informasi AS di luar

negeri. Ini juga berpotensi meng-

untungkan narasi dari negara lain

yang mungkin berusaha mendiskred-

itkan informasi yang disampaikan

oleh media Barat.

Mereka menilai bahwa pemang-

kasan anggaran tersebut akan me-

rusak kebebasan informasi dan men-

gancam misi VOA dalam menyam-

paikan berita yang akurat kepada

dunia. Kelompok seperti Reporters

Without Borders telah menyatakan

bahwa kebijakan ini menandai anca-

man serius terhadap kebebasan pers

di seluruh dunia.

Pembekuan pendanaan untuk

VOA dan lembaga sejenis dapat me-

miliki dampak jangka panjang bagi ju-

rnalisme di tingkat internasional. De-

ngan hilangnya sumber pendanaan

dan dukungan bagi media indepen-

den, ada kekhawatiran bahwa ba-

nyak outlet berita akan terpaksa

menghentikan operasi mereka atau

bergantung pada sumber pendanaan

yang mungkin membahayakan inde-

pendensi editorial mereka. (***)-d
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